PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

venimbang © a. balhwa dengan berlakunya Undang-undang Normor 22 Talhun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahn Nomor 25
Tahun 2000 tertang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Daerah KAa
Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan, Organisasi dan
Tatakerja Lembaga Teknis Kata Magelang, maka Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kota Magelang telah menad Kantor Tenaga Kera
Kata Magelang,

b bahwa Kantor Tenaga Kerja Kda Magelang memberikan 12N
Ketenagakerjaan dengan dipungut retribusi;

¢ bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, periu menyusun
dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 1an
Ketenagakerjaan,

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1930 tentang Uap (Lembaran
Negara  Tahun 1930 Nomor 225),

2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kata Kecll dalam Lingkungan Propinst Jawa Timur, Jawa

Tengah dan Jawa Barat,
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¥ |
rdang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok  Mengenai Tenaga kefja. (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselarmatan Kerja.

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2918):

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Fidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689) sebagaimana telah ciubah
dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 terntang Perubahan
atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |

ng Normor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran

10. Undang-Uhda
(Lembaran
Negara Nomor 3839),

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tarmbahan Lermbaran Negara Nomor  3848);

12 Peraturan permerintah Nomar 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja,
atur

13. Peraturan ... ..
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F SIerintal
I rh'l'l‘.‘.l‘ 1
Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenandgal

dan Kew
smangan  Propi | O oNOm)
( Tambahan 5 Oopinst sebagal Daerah

Lembaran, Negara Tahun 2000 Nomor 54 . Tambahan
Lembaran Negarq Nomer 3952)

14 Peraturg |
an Pemerintan Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribust

caerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Namor 119, Tambahan
Lembaran Nedgara Nomor 4139)

feputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab
Fungsional Pendicikan dan | atihan

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Perrbatasan
Penggunaan Tenaga Kerja VWarga Negara Asing Pendatang

17. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan
fenaga Kerja Warga Negara Asing FPendatang;

18. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan
Keputusan Presiden Nomaor 34 Tahun 1972

19. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retnbust Daerah,

20. Keputusan Menten dalam Negeri Nomeor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata cara Pemeriksaan ci Bidand Retnbusi Daeran,

21, Keputusan Menteri Dalam Negern Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Qstem Prosedur Administras Pajak daerah, Retnbusi Caerah dan
Penerimaan Pendapalan lain-1ain.

7). Peraturan Daerah Koa Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentangd
Susunan Organisasi dan Tatakerja Lemmbaga Teknis Kota Magelang

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

|
|

“Netapkan  pERATURAN DAERA
| ZIN KETENAGAKERJAAN.

H KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI

BAB. |
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KETENTUAN uMUM

Pasai 1

Lm Peratiran Caerah int yang dmaksyd —

paerah adalah Kata Magelang

Femedinkah Daerah adalah Pemmerintah Kota Magelang
walikcta adalah Walikata Magelang

pejahat vana aluniuk vang Sefanutnva cdisebut pejanat adaiah pecawal yand
gpeil tugas eitertu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan
penndang-LNCangan yang herlaky

kantar Tenaga kerja adalah Kantor Temaga Kerja Kota Magetang,
oadan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik

vana Melakukan usaha maunun vana tidak melakukan usaha  vand meliput!
s sefoan terhatlas, persercan komanditer, persercan iainitya, badan usaha iTliK

nocara atau daerah dengan mama dan dalam bentuk apapl™, firma, kongs,

l-l'-ll'l'_l‘

koperas!. dana pensiun. persekuiuan. perkumpuian. vayasan. organisasl masa.

. . - o - - 5 i [ g o ’H
ggaiwsasi sosial pditik, atau organisasi yaikj Sejers, lembaga DeiRud Usd

telan clan hentuk badan lainnya;

Tenaya kerja adalai setiap orang yang manpu metakukan pekerjaan paik didaiam

' ; atau barang LUK
aunun diliar hubungen kena g3 menghasikan jasa atau g

memenuhl kebutuhan masyvarakat,

Fengurruman  Lowongan Kerja adalah Pengumuman yang dipasang di rantor

! hacel h Instan<
Temana Keria dan ditempat-teppal umum diwilayah Kota Magelang deh Insians

W e | |
PemenntaivSwasta maupun oen perusainaan untuk menaapatkan i1enada Kerid

3 S e e —_— W o - . -~
Gaa mMendisi Lowangan Kerja G Instansiy/Perusahaan yang Dersangrkan maupuas

d Inet ansi/Pernisahaan fain balk didalam maupun diluar neger,

Reronmendast Perpanangan an ker@a Tenada refja Asing (IkTA) adaiain Sural
Akeluarkan  deh Kantor Tenaga Kena kepada

Persahaany/instansy/lLembaga  yand akan menaurus Perpaniangan 1K1A  dan

Rekomendast  yang
Teiaga Keria Vvarga hNegard Asing rFeidatang (TRVVINARF) yaing oenerja i
Hliada reija vvall

Peruealaan/instansi/Lembaga yYanhd
gKK ) adaian 1an Operasional vana dikeiuarkan olef

hersangafan,

AN Firsa kena KhUsuS |

- encicakan | Wairir sary  Tivarurs

iy . : ’ LEﬂ'i]Hi_:ja PUT r{._h(,ﬁl"la[l -MI N IJUBI , '"w
Grlor Tenaga Kerja Kepada

' 1

Tirun | embaga Pelatinan yang 2k@

yalur hammnenvalhan juiusaniya pada dunia kera,

menchinkan Bursa Kena Khusus (BKK)

g menbantu met L Dal ~
i e ;M"MSS:
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p. Pesawat Angkat danmuYaituafatmberrmggum(nmgmmtdan
memindahkan barang yang berat dalam lingkungan kena/usaha:

g Mator Disel Yaitu mesin pPenggerak perkakas produksi ditermpat kerja/usaha:

" Bejana Tekan lalah bejana selain pesawat uap yang ddalanmya terdapat tekanan
yang melebihy dan tekanan udara luar, dan dipakai untuk menampung gas atau
Campuran gas termasuk udara, baik dkempa menjad cair dalam keadaan lanut atau
beku.

Termasuk bejana tekan dmaksud diatas ialah .

1. Boto-botal baja yang mempunya valume air paling tingg 60 liter

2 Bejana Transport yang mempunyai volume air lebih dan 60 liter yang digunakan
untuk penyimpanan maupun pengangkutan.

3 t pendingin yang digunakan sebagai pendingn suatu zat dengan
memproses gas pendngn yang berada d dalam pesawal sedemikian rupa
sehingga temperatur gas pendingn tersebut lebih rendah dan pada temperatur

emperatur zat atau temperatur ruangan yang

menjadi cair terfarut dan terbeku,
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Licang Ahang No. 1 tqpgy ac

T ' .
R, vay K mMerupahkan pemmanmpangan peiaksaliddail
< I8

1 Kena Malam bhacg Kes
= Wanta lalan 1y, Yang dibenkan deh Kantor Tenadga Kera

o A TDERErNakan ter
, 1YY
aniara am L2000 SETTT?EIE i:—.‘-ﬂ} qu

nepada efusahaan yar
KWga Kefla wanita pada nalam oall

alas persyaraton-persyaratan khwsus dan

Qetnvusi daerah adalaly rus
i daiah pungutan daerah sebagal pembayaran atas jasa atau

nan 1an e |
et yang kiwss disediakan dan atay dibenkan deh permenntah
daeran unluk kepentingan pribac alau bactan

Reintust pelavanan

e 1 e

dan perianan ketenaga kerjaan yang selanputiya cisebud

retnbust adalah punatan daeran sehagal perrbavaran atas jasa pelavanan dan

perianan relenaga kefjaan yang dberikan bag setiap oarang/badan  yahd

wi- 45 a Lot
mencapRtian jasa pelayaman dan periznan ketenagakerinan terseius

riaay
ReNDUSE Fernanan terentu adalah retrioust atas keqgatan Tefentu pemennian
dagran Gaiam 7angka pemberian idn kepada pribacd atau badan hukum yang
diraksuckan untuk nembinaan pengaturan, pendgendalian dan pengawasan atas
kegialan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
carana atau fasiitas lertentu guna melindung kepentingan wmum dan menjaga
kelestanan inakungan,

Masa Retribust adalah suatu jangra waktu tertertu yang mefupakan batas wahiu

hacy waiih retnbos) ontole mermanfaatkan iasa dan pendnan tertentu dan permenntah

a...-l.:jl. - . I-HJI'

aaeran,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Dadan  yang memrut  peraturan
nen ndanc- L nciangan Retribust diwajiblan untuke melakukan pempayaran Relnhus,
Qural Reletapan Retribust Daerah yang dapat disingkal SKRD  adaiain Sural
Kerutusan yang menentukan besariya relnbus yang tensang,

L Wl.-'-.ﬂ.u

Qrat pembentahuan Retribust Daerah vana dapat disinakat SPTRO  adalah surat
yal) chguinakain  aet wajib  retiibust  Gitus - medaporkan penghitundain - dai
nemphayaran yang terdang menurut peraturan retribusi,

Srat Taaihan Retribust Daerah vana dapat disingkat STRD adaiah Surat untuk
TEIaRUKan T aginan Retribyusi dan atau sanGgsi adminisirast berupa bunga dan atau
denda

cC Surat
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cC LA o cadaran F‘itlﬂtlfg x ah vay
Apopakan oled) waph g dapat dsinghat SSRD. adalah Swrat yang

Arby o -
. . iUk v Sk ain Demtenyaran  atan wyed O an
FaedinuEsd Vaing ti:l'umq . : < e

M Kas Duver
et arkan dﬂ"*‘-"‘fdilhua_ ah wlau ke letrpesl perrixayaran idin yarx)

g |arat Ketelapan Reqnt
a0 - S Daeran
eh 1o

falah Sratl hepu Yar vanag selandnva asnckal SKROLE
AL N s - L Iih'l E = =
Yang menentuar, uTlal kedetalian permmbayaran Retnoust

dan pada Retribusi yang tentang atau

* T MY
!.‘IJ!*':H-F"- _l—h'

1 -
2h kracy Ret b e letah Desar

i i
St ANl b

i dAntus Caeran Kaaing Bayar Tambahan yang selamgdiya

Adaonrkal SKROK
o) BT, adalan Srat K tirsan yary] menentukan tarmtalan atas
el retnbus Daeraly vareg ledah Medagkan

g T B e T A T . Do T
Petnungan Relnbus Caerah adal

s - |

ah pennoian besarmya retnbust yang harus

ALAYAr deht Walb retnbuys: bhak DOKOK retNbUSI DUYIA KekUranaan Dermbayaran

red st meetaban Perbayaran retnbusi MaU Al Salk s admiesirasi,

ag Pempayaran Retnbus Daerah agalah besorya kewajiban yang harus dpendy deh
vvallb REINDUS! sesual aenaan SKRD dan =TRD ke kas Daerah atau ke temat ian
varg iagun dengan batas waktu yang telal (stentukan
nh Llang Retnbus Daerah adalah sisa tang retnbus atas mama waph retnbus yan
lainmya yang massh lentang
BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
i Dasal 2
(1 Mempenkan aasar NUEUm DA DEAkSanaan Ke(nbust 12N Refanaagakenaan

2 MNMembenkan dasar hukum bag permbaiaan dan peogawasan retnbus  1an

Lur.r.-qn._yhf-r!ﬂ.]ﬂ

(31 iverreetiran dasar fwkum unfor penungutan Relnbest lan retenagakerjaan

sebaga salah satu surber Pendapatan Aslt Daerah (PAD)

HAB i
yAMA. SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Cenuan nama Retnbust 1N Retenagakeraan dpungd relnbuss bag setiap arang atau

Sadan hukam yang mendapathan an ketenagakeraan

Fasai 4
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qbyek Retribusi  adalap aNG riba ey
hﬁendgaherjaarl. @ atau badan yang mendapatkan pernanan ‘
J
b Pasal &
obyen Retn meliputi | I
; r .r’
) Naan 1¢g .
, Penggunaan f'i‘smtas ke{eﬂﬂﬁ’dker]aan_ g
b Seliap pemberian Pernanan k*’-’te“'agakeqaan f
BAB v !
JENIS.
ENIS-JENIS 12/4 KETENAGAKERJAAN g
Pasal 6 E
Jers-|enis 1an ketenagakerjaan adalal sehagai berikut |
| t
a. lan pemasangan pengumuman lowongan kerja d Kantor Tenaga Kerja dan i

ditermpal unmum deh Instansi / Perusahaan

b, 1an pemberian Rekomendasi Perpanjangan Ian Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA)
baqr Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ( TKWNAP):

¢ lan Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK),

d 1an Perpanjangan ian Operasional BKK

e lan Rekomendasi Fendirian Perwakilan Daerah (Perwada) Perusahaan Jasa
Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI),

f lan Rekomendast Praktek Sarjana Psikalog,

g lan Sementara Pendirian LPK/LLS,

h 13n Perpanjangan In Sementara LPK/LLS

L lan Tetap LPK/LLS,

| 1dn Penambahan Program Pelatihan pada LPK/LLS,

kK |an Rekomendasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan,

L 1an perrakaian ketel uap/pesawal uap.

M |3n Rekomendasi / Berita Acara penelitian dan pengujian Pesawat Angkat dan
Anakut untuk 12an pemakaian;

I lan pengesahan Bejana Tekan/ Batd Baja,

% lan peryimpangan waktu kerja dan waktu istirahat;

P 1an kerja malam bag wanita,
BAB. V ..
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Pasal 9

nsip dan sasaran  da .
Pnsip lam PENEtapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk

. up biava vana o
menUtUf ya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam menberikan perijinan

retenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

BAB v
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

Struktur dan besarnya tanf retribusi untuk setiap jenis  perijinan ketenagakerjaan

ditetapkan sebagai berikut

3. lan pemasangan pengumuman lowongan kerja di Kantor Tenaga Kerja dan di
Termpat Umum deh instansi / Perusahaan  sebesar Rp. 15.000 - ( lima belas
ribu rupiah) / per pengumuman,

b. Perpanjangan (an rekomendast 1an Tenaga Kerja Asing (IKTA) bagl tenaga
kerja VWarga Negara Asing Pendatang ( TKVWNAP) sebesar Rp. 500 000 - (Lima
ratus ribu rupiah)/ per orang,

¢ |an operasional pendirian Bursa Kerja Khusus ( BKK ) sebesar Rp. 50.000,-
( Lima puluh ribu rupiah )/ per ian,

I Perpanjangan Ian operasional BKK sebesar Rp. 25.000,- (dua puuh lima ribu

rupiah)/ per tahun,

e Rekomendasi .
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Rekomendasi | an pt'"(irlnn
T':Htat;};] Hellﬂ hmﬁaa { pJ

Rekamendasi lan F)rﬂktek

( ima puluh riby rupi
lan Sementera Py

rupiah )/ per ian;

[an perpaniangan Ign Sementara L
lima nbu rupiah )/per tahun

ldn tetap LPK/LLS sebesyr Rp. 100.000

ian Penambahan

(Lima puluh ima by rupiah )/ per 1 (g5

1IN rekomendasi
Rp. 50.000,- ( Lima

- lan pemakaian ketel uap/ pesaw

Klasifibag

irian

P/LLS sebesar Rp. 25.000.- ( Dua puluh

(Seratus ribu rupiah)/ per ian;
Pada LPK/LLS sebesar Rp. 25.000,-
U) program pelantikan:

Program Petatiban,

kerja sebesar
PUluh ribu rupiah )/ per masa berlakurya;

at uap dengan klasifikasi sebagai berikut

| _ KLAZIFIKAS) : TARF |
1 ~ Luas Vemanasan - — - Tentama . - Berkala
(4 /4 S0'm?2 — e ) —

|3 #d30m N RP 100.000,- Rp. 37.500;-

b. 51 &/d 100 m2 — A e
=101 /2 500 o2 = KPP 125.000,- Fp. 56250,- B
o “"_.'i] —L | EP 175.000, Rp. 94750,

[ I'1- i L — -. ) — > e R = - S E——
i_l ;:_i_.?%-__-li.u..”_m___ e | kP 250.000,- Fp. 150.000,-
ELIEMEL - SN —— BP.300.000- | Rp. 187500,

m lan rekomendasi Berita Acara Penelitian dan Pengujian Pesawat Angkat dan

Angkut untuk 12n pemakaian adalah sebagai berikut -

. Jenis Objek

—

~Tanf

Klasifikasi

Pengenaan Tanf

e

—pa —— ——

_Petama Berkala

Dengan kapasitas ;:

'A Psw. Angkat/crane |a.s/d5ton | Rp. 70.000,- | RP.15000,- |
- | b.>5s/id10ton Rp. 75000- | RP.18.750.-
L c.>10s/d30ton [ Rp. 80.000,- | RP.22500,- _
| - d. > 30 s/d 50 ton _Rp. 90000.- | RP.20000- |
| e >505'd100ton | Rp.100.000- | RP 37.500,-

T {.> 100 s/d 500 ton Rp.130.000- | RP.80.000-
B "g. > 500 ton __Rp.150000- | RP.75.000,-

B.Gondola per unit

~ RP.15.000,-

_Rp. 45.000-

==

C. Fork-Lif

—

—-——

“RP. 15.000,-
RP. 15.750 -

_Rp. 45.000- |

a.s/d5ton_
- ‘Rp. 50.000 -

ey —

b.> 5 s/d 20 ton

-

T R e e T TR —

- . '

| "d. > 30 s/d 50 ton

“RP. 22.500,-

RP. 30.000 -

Rp. 55.000,-

c >20s/d30ton |
g/d Rp. 65.000 -

—

- — c ———

" RP. 37500-

S——

~>sotn | Re. 75000

P = o o — e
R —

- ———— = = =

|
1
RN T
|

~ Rp. 45000- | Rp. 15.000,-

e ——

- —— - PR p—— P ot - — =

E————

iiiiii
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1. 12N pengesahan be;

! n be']a.nﬂ t'E'kanf m . L
~Jeris Dbk ——1 d baja lamﬁ)"a dirind sebagai benkut [
_Jenis Objek T

| Pengenaan Tarif !_ — Aty —————— l

b= e e ] | ™= e et = tals

- o = P

L Botoibals T —othganumy s +————ema |} Bedad

- “h—lg '}”.”f*_huah* %_"hp_ 5600 | Rp 7500, j |

—_— 1 1 e d g — —r. .V e mbetin il 1S

| T e | ¢ -_1_('“ ,.-dl E':' huah .__Rp. 65.000.- T R 30.000 .- |

g T d R0t ey s buah | TTRp 100000~ | Rp 56 250,- | £

| ——19.501 5/d 1,000 pr 1T ol 29 £34,0 :

i e T8 VAOB Rt~ DP. 1250000~ | Rp 75000 | y

- =490 | Rp 175000 | Rp 112500, } |

'B Bejanatranspor | T ——— | B T B 1

© Perunit. _1—-—“-—%“.___ | _Rp 25000- | Rp 12750- | :

C Bejana stasioner "I_""* S v (I | JE— ',

| Perunit. | ———— 1 Rp 25000- | Rp 13L1§n;i ,-

| D Psty Pendingin | —————— 1 T 7

. Perunit. ‘] —— | Rp 25000 | Rp 18750 | ‘

I S S

palg | : _ , _
0. 1an petyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dikenakan setiap tahun ‘
dengan ketentuan sebagai berikut -

B |

L__T.- 1 Klasifikasi Besna el )

1 3 - Jumiah TK. S/d 10 org. Rp. 10.000 - '_;

: 2 . JUEnla_h TK. 11 5'd 24 org 1 Rp. 20000- .

l 3. | Jumlah TK. 25 s/d 49 org. | Rp. 30.000. - | T

I B B . S ==

4| Jumiah TK.50 5/d 6 org. | Rp. 40000~ |

- 1 P WS L _— 1

: 5 l Jumlah TK. 100 atau > l Rp. 50.000 .- }

P Pembenan ian kerja malam bag wanita. Besamya Rp. 2.500 - ( dua nbu ima

ratus rupiah )/ per orang setiap tahun

BAB Vi
MASA RETRIBUS!I DAN TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

pPasal 11

Yasa retribusi adalah suatu jangka wakiu tertentu yang lamanya dtetapkan deh

Yalikota

pasal 12

| ) Setiap Wajib retribusi  wajib mengist Surat Pembertahuan Retnbusi Daerah

(SPTRD).

(2) Penetapan . .
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apan retnbusi
2 penetap . Si berdaaarknn SPTRD  at |
sl,;v.agqi;_af_h;.d:tl1mnren datur dalam pasal 10 .. atau berdasarkan penetapan tarip
yang dpersamakan dengan menerbitkan SKRD atau dakumen 1ain

wuk, st SKRD sebagaimg
@ B4 '@ Pada ayat (2) Pasal ini o tetapkan cleh Walikata.

| Pasal 13
Hﬁt‘la bergasarkan hasll Pemenksaan d termukan data baru dan atau data yand

ertand, maka dikeluarkan SKRD tambahan

BAB 1IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pempayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yand ditunjuk
<esuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang

dpersamakan.

2) Calam hal pembayaran dilakukan ditempal lain yang ditunjuk maka hasi| penerimaan

- KaE
retribusi sebagaimana di atur dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini di setor ke

an
Daerah selambat-lambatrya 1x 24 Jam atau dalam batas waktu yang ditentuk

deh Walikata.
7) Apabila pembayaran retripu

‘I#.

si di lakukan setelah lewat waktu yang ditentukan

pasal 15
secara tunal / lunas. |
t mengijinkan kepada wajlb retribusi untuk

4 waktu tertentu dengan alasan yang

() Permbayaran Retribusi harus dilakukan
yang ditUﬂjL“( dapa

r-zi'v'vfalil-(da atau Pe-jabat .angk
mengangsur retribust terutang dalam J

tapat dipertanggungiawabkan

(3) Tatacara .....
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() Tata card PeMbayaran gy
wan o | “bagai ird |
Atetar eh Waliket 4 gaimana dmaksud pada ayat (2) Pasal in
”w&ailhdﬂ atau g
1

abat Yang oty

WK i, |
Jtuk menunda Pembayaran S Gapat

bz MENgjinkan kepada Wajib Retribusi
slasan yang dapat dl’-’eﬂat@( o Sampai batas wakty yang ditentukan dengan
SNawabya,

. Pa
mg&.gp peimbavaran retribusi baik ey sal 18

_ alui K .
gtuuk TS diberikan tancg pyge Kas Daerah maupun  di termpat lain yang

Pembay;
) Setiap Pembayaran dicatat R

Pasal 17
(1) Pengeluaran surat teguran peringatan

/ surat lain yang sejenis sebagai awal
indakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari
s¢jak Jatuh tempo pembayaran.

2)Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal surat tegurarnv peringatarvysurat
ain yand sejenis, Waijib retribusi harus melunasi retnibusinya yang terutaing.

Jarat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan odeh
Fejabat yang ditunjuic.

Pasal 18

luk-bentuk  formulir yang  dipergunakan  untuk  pelaksanaan

| penaghan
“hbusisebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini citetapkan deh
| ‘Blkola

|

|

.........
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Kering _
L Tata cara pemberian ganan dan pembebasan retribusi

Pengur ¢
: ehagaimana dimaksud T, Kefinganan dan perrbebasan retribusi
S Pada ayat (1), pasal It citetapkan deh Walikota

.. yvalikda dapat metmberikan pe“'ill'lnga
- 3 N,

Pasal 20

dapat mengajukan Permaohcnan perrbetulan SKRD dan STRD yang
mlam penerbitannya terdapat kesalahan tuis, kesalahan hitung dan atau

« Wajib retnbusi

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daeran.
) Wajib retnbust dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sankst berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi

tersebut karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wayb refnbust dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pempatalan
hetetapan retribus yang tidak benar.

4) Permchionan  pembetulan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) Pasal in,
nencurangan ketetapan, penaghapusan atau pengurangan sankst administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal i dan pembatalan sebagaimana
dmaksud pada ayat (3) Pasal in disampaikan secara tertulis deh Wajb retnbusi
kepada VWalikota atau Pejabal yand ditunjuk paling lama 30(tiga puluh) han sejak
langgal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyvakinkan untuk mendukung permononannya.

%) Keputusan atas permohonan sebagaimana dmaksud pada ayat (2) Pasal ini

dkeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan
“efak surat pernohonan diternma.

(6) Apahila .. ,

Scanned by TapScanner



IS

o M.gtula setelah lewat

il
il mkﬂﬂllﬁn i
sankst adminstras; dan D'e"'ﬁalajan 3
al

F";’IS-:“ in Wﬂ“kﬂﬁ at dn Salamlrm[m dmaksud pada 3"’9'[ {5}

®&tapan, penghapusan atau pengurangan
9gap Akabulkan

- Pasal 21
1) Wajib retnbust dapat mengajykar,

keberatan hamva k iabat
yang citunyuk atas SKRD atay e mya kepada Walikata atau Pej

umen lain yang dipersamakan.

onan keber -
7) Pemmal K atan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) Pasal in harus

dsampalkan secara tertulis Paling lama 2 (dua) buan sejak tanggal SKRD

bitkan det :
dtes 9N alasan yang jelas, kecuali apabila Waiib retribusi dapat

menunjukkan bahwa jangka wakty ity tidax dapat dipenuh karena diluar
kekuasaannya,

) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

4) Wallkata atau Pejabat yang ditunjuk dalam Jangka waktu G (enam) bulan sejak
surat keberatan ditenma harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.

51 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat
dan Walkata tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap
akabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 22
I Wajib retribusi  dapat mengajukan permohonan  pengembalian  kelebihan
sembayaran retribusi kepada Walikata,
Y) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

ian sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
Sﬁbagmrmwa dimaksud pa;ja ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
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. apabila jangka wakty
(3) al s e m!ﬁlmﬂ
dlanmpall udn Alikct o tidak
TEThen
welebhan  pembavyaran retnbus;

dmoksud pada ayat (2) Pasal v telah
Kan keputusan, permohonan pengerrbalian

apabla wapb retnbwss

ayat (1) Pasal in difakukan dalam

'ama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SROLE

6) Apabia pengembalian kelebihan Pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka wakiu 2 (dua) bulan, Walikda membenkan imbalan buxg sebesar 2 %

(dua persen) sebuan atas keterlarrbatan perrtayaran kelethhan permpbayaran
retnbusi

jangka waktu paling

BAB XV
KADALUWARSA

oy m—— e —

Pasal 23
(1) Hak untuk melakukan penaghan retnbusi, kedaluwarsa setelah melampau jJangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terustangmya retnbusi, kecuall apabda wajib retnbusi

melakukan tindak pidana dindang retnbusi
(2) Kadaluwarsa penaghan retrnbusi sebagamana dimaksud pada ayat (1) Pasal i

tertangguh apabila .

2. Diterbitkan surat teguran, atau
b Ada pengakuan utang dar wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

pPasal 24
(1) Waijib retribusi  yang tidak melaksanakan kewapbanmya sehingga merugkan
'*E'Llanvgan Daerah dapat dipidana dengan mdana kurungan paling lama 6 (enam)
bdan dan atau denda paling baryak 4 (ermpat) kal jumiah retnbust yang terutang.

1) Pasal i adalah pela ran
'2) Tindak pidana sebagaimana dmaksud pada ayat (1) pelangga

(3) Ketentuan ..
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) Ketentuan pidana dalam Pasal
dalam Peraturan Daera); Ket ey

) pejabatl Pegawar Neger; Spil tertenty alingkunaan
wewenang khusus sebagai

bidang retnbust sebagaimana

17

I tj
| 4k menghapus ketertuan sebagaimana diatur
Agakerjaan

BAB xvii
PENYIDIKAN

Pasal 25 I

Pemenntah Daerah diben |
PEMIdk untuk melakukan pemyidikan tindak pidana o |

dmaksud dalam Undang Undang Nomor 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Fidana I

2) VWewenang petmwidik sebagaimana dimaksud

a.

pada ayat (1) Pasal im adalah .
TENgUMPDUKkan  dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindask pidana bidang retribusi agar keterangan atau
laparan tersebut menjadi lengkap dan jelas |

Menelli, mencan dan mengumpukan keterangan mengenai orang pnbad atau

badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dendgan
tindak pidana dibidang retnbusi

Menerima, mencari

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retrnbusi ;

Memenksa buku buku, catatan - catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retnbusi |

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt penbukuan,
pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta merlakukan pemyitaan terhadap
hahan bukti tersebut |

Memeinta bantuan temaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penmyidikan
tindak pidana di bidang retribust |

Menyvuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedand berlangsung dan memerksa identitas orang dan
atau badan hukum sebagaimana dimaksud huruf (e) |

Mermctret seseorand yang herkaitan dengan tindak ﬂdﬂﬁa retnbus |

Memanggl orang untuk didengan keterangannya dan dpenksa sebagai

tersangka atau saksl .

J. Menghentikan .....
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BAB xvi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
wa - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih fanjut dengan keputusan Walikata.

Pasal 27
peraruran Daerah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agr supaya setiap orang dapat mengetahunya, memerintahkan pengundangan
peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lerrbaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2001.

WALIKOTA MAGELANG

"N \%{ &z

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelan
pada l;mgggal 1 ?\gﬂpe:&er 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

adava

55

n;{i famd .
PP 500 032 6

RAN DAERAH KOTA MAGELANG

\RA!
UN 2001 NOMOR 66
B NOMOR 7
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NOMOR 198 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI 12IN KETENAGAKERJAAN

pENJELASAN UMUM

Pajak dan retribusi merupakan salah satu surrber pendapatan
daerah,agar daerah dapat melaksanakan Otonominya yaitu mampu mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendii yang diharapkan menjadi Sumiber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daeran, untuk
meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomaor
18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah

dtetapkan pedomanKebijaksanaan dan Arahan bag Daerah dalam pelaksanaan
pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Disamping itu, dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah segala
kewenangan yang semuid menjad  Kewenangan Pemerintah Pusat menjad
ewenangan Pemerintah Kata, kecuali ditentukan oleh Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur tentang pungutan
Retribusi 1z Ketenegakerjaan d Kota Magelang yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

. PENJELASAN ........

Scanned by TapScanner



msal 2s/d D
pasal 6 huruf a
huruf b

huruf €
huruf d

huruf €

huruf 1

huruf g
huruf h

huruf |
huruf |
huruf K

huruf |
huruf m
huruf n
huruf o
huruf p
"asal 7 s/d 27

Pengertian i
N Daerap ¢ " 1etlich yang dipergunakan dalam

.
¥ Pengan adarnya PeEngertian istilah tersebu
'“€gah timbunya salah tafsir dan salah

dengan lancar dan dapat dica
Retnbusi Daerah

Cukup jelas
Cukup jelas

Pal tertib administrasi permunautan

e tenage Kerla mengeluarkan surat rekomendasi

sedangkan surat ian dkeluarkan oeh Dinas Propinsi yand

membidang Tenaga Kena.

Cukup |elas.

Perpanjangan ian operasional BKK berlaku selama 1 (satu)

tahun. |

Kantor Tenaga Kerja mengeluarkan surat rekomendasi

sedangkan surat 1an dikeluarkan oeh Dinas Propinsi yand
| i Tenaga Kerfa.

::r::dan?maga gaKen'a mengeluarkan surat rekwag

sedangkan  sural in dikeluarkan oleh Dinas Propinst yang

errbidang tenaga kerja

pelayanan kesehatan kera beriaku selama

Cukup jelas
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